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MOTTO: 

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang 

kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 

dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 

 

 (Q.S. Al-Baqarah: 216)   
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ABSTRAK 

TINJAUAN HUKUM DISKRESI DALAM MENGHENTIKAN KASUS 

PIDANA RINGAN KARENA ADANYA PENYELESAIAN (PERDAMAIAN) 

 

Oleh : 

 

  AGNES ALVITA 

 

 Diskresi kepolisian adalah kewenangan yang diberikan negara kepada polisi 

untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Kasus pidana 

yang dapat diselesaikan dengan diskresi yaitu hanya tindak pidana ringan yang diatur 

dalam KUHP dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan. Salah satu tindak pidana ringan yaitu 

penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Permasalahan yang penulis 

teliti adalah “Bagaimanakah pengaturan diskresi kepolisian dapat menghentikan 

penyidikan kasus pidana ringan karena adanya perdamaian dan bagaimanakah 

implikasi hukum adanya diskresi kepolisian terhadap tindak pidana ringan”.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap identifikasi hukum dan 

penelitian terhadap efektivitas hukum dengan mengelola data dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, kasus 

tindak pidana penggelapan dapat dihentikan oleh pihak kepolisian berdasarkan  

Diskresi Kepolisian yang merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah 

Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana 

Ringan. Implikasi hukum adanya diskresi kepolisian tersebut yaitu kedua belah pihak 

telah sepakat untuk berdamai. Diselesaikannya permasalahan hukum antara korban 

dan terlapor atau tersangka secara damai dapat dihentikannya penyidikan tersebut 

dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) oleh pihak 

kepolisian. Jika status terlapor telah tersangka maka dapat dipulihkan kembali ke 

dalam keadaan semula yaitu tidak menjadi tersangka lagi dengan dikeluarkannya SP3 

(Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) oleh Pihak Kepolisian. Sangat di perlukan 

pengawasan dari Pimpinan Polri agar dalam meng hentikan penyidikan kasus pidana 

berdasarkan Diskresi Kepolisian tersebut agar tidak disalah gunakan dan benar-benar 

dapat memberikan rasa keadilan dalam hukum. 

 

 Kata kunci ; Penggelapan, Tindak Pidana Ringan, Diskresi, Kepolisian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era modern dan zaman yang terus berkembang menuntut 

manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga menuju 

masyarakat yang mempunyai tatanan dan gaya hidup serba praktis dan cepat 

termasuk juga dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup maupun keinginan. 

Akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan hidup maupun keinginannya, 

seseorang dapat melakukan perbuatan tindak pidana. “Terjadinya tindak 

pidana ini dapat terletak dalam diri pribadi manusia (internal) yang selalu 

merasa tidak puas dan keadaan alam sekeliling kehidupan manusia 

(eksternal)”.1 Berbagai macam jenis tindak pidana yang terjadi di dalam 

masyarakat. 

Setelah terpenuhinya unsur subjektif dan objektif suatu tindak pidana  

maka pihak kepolisian dapat melakukan tindakan penyelidikan dan 

penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I dijelaskan 

bahwa “penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangka.” “Berdasarkan rumusan Pasal 1 

 
1Devi Neng Hartanti,dkk, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 

139/Pid.B/2020/PN.Amb,Tatohi  Jurnal Ilmu Hukum , Volume 1, Nomor 2, Ambon, April 

2021, hlm. 111. 
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butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan 

adalah :”2 

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-

tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan. 

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik. 

c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan oleh pejabat publik yang 

disebut penyidik. 

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan 

tersangkanya. 

Pada proses penyidikan dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 

butir 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara 

Pidana, dijelaskan bahwa “penyidik merupakan pejabat polisi Negara 

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan.” Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik 

difokuskan sepanjang hal tersebut menyangkut tentang persoalan hukum. 

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari 

tersangka akan diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang 

diperiksa. Selain tersangka adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli 

untuk membuat terang perkaranya dan jelasnya peristiwa pidana yang 

disangkakan. “Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses 

Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. 

 
2 Sri Sulastri, Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana, 

Semarang, 2018, hlm. 21. 
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Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 pada Bab II (Penggolongan) 

disebutkan bahwa kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana 

yaitu sebagai berikut :”3 

a. Penyidikan tindak pidana meliputi: Penyelidikan, Penindakan, 

Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan. 

b. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka. 

c. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara meliputi, Pembuatan 

Resume, Penyusunan Berkas Perkara dan Penyerahan Berkas Perkara. 

d. Dukungan Teknis Penyidikan. 

e. Administrasi Penyidikan. 

Pada tahap penyidikan ini seorang polisi dapat melakukan tindakan 

diskresi. Menurut Richard Donelly sesuai dengan teori kewenangan bahwa 

“perkara sederhana atau perkara sumir dapat diselesaikan dengan diskresi”.4 

“Dalam hal ini biasanya kasus-kasus pidana yang potensial diselesaikan 

melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk di dalamnya dengan 

cara menerapkan diskresi, diantaranya :”5 

a. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 

7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);  

 
3 Ibid., hlm. 24. 
4Abintoro Prakoso, Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan, Aswaja 

Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm.250. 
5 Joko Rudiantoro, Diskresi Kepolisian dalam Mengatasi Tindakan Anarki di 

Masyarkat The Discretion the Police  to Alleviate the Act of Anarchy in the Society, Jurnal 

IUS, Volume 02, Nomor 6, NTB, Oktober 2014, hlm.493. 
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b. Kejahatan ringan (lichte musjdriven) sebagaimana diatur dalam KUHP 

sebagaimana berikut;  

c. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan; 

d. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia;  

e. Pasal 364 tentang pencurian ringan;  

f. Pasal 373 tentang penggelapan ringan;  

g. Pasal 379 tentang penipuan;  

h. Pasal 482 tentang penadahan ringan;  

i.  Pasal 315 tentang penghinaan ringan. 

Tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

(Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana 

Ringan. Apabila nilai barang atau uang yang di derita oleh korban bernilai 

tidak lebih dari Rp 2.500.000,00.  

Diskresi kepolisian adalah kewenangan yang diberikan negara kepada 

polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. 

Menurut M. Faal menyebutkan bahwa “diskresi kepolisian dimaksudkan 

sebagai tindakan atau keputusan yang diambil oleh polisi berdasarkan syarat-

syarat atau pertimbangan-pertimbangan yang dianggap paling tepat dan 

diyakini kebenarannya dan dipertanggungjawabkan.”6 Kewenangan diskresi 

kepolisian di Indonesia secara yuridis  diatur pada Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 yaitu: 

 
6 M.Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya 

Paramita, Jakarta, 1997, hlm.145. 
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(1)  Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilainnya sendiri. 

(2)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 

dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan diskresi 

kepolisian adalah  kewenangan yang diberikan negara kepada polisi untuk 

bertindak demi kepentingan umum. Ketika seorang petugas polisi 

menggunakan hak istimewanya yaitu diskresi, seorang petugas polisi tidak 

boleh menggunakannya di landasi dengan alasan yang tidak rasional dan 

logis, akan tetapi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. “Penerapan 

diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat 

publik (termasuk di dalamnya dari pihak Kepolisian) untuk bertindak dengan 

tiga syarat sebagai berikut :”7 

a. Demi Kepentingan Umum. 

b. Masih dalam batas wilayah kewenangannya. 

c. Dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB). 

 
7 Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, Community Policing Diskresi Dalam 

Pemolisian Yang Demokratis, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm.4. 
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Pengertian Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) 

dijelaskan bahwa “kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan 

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan peraturan perundang-

undangan”. 

Dalam penerapan diskresi kepolisian agar tidak terjadinya 

penyalahgunaan dalam wewenang, maka perlu dibatasi oleh asas-asas dalam 

pelaksanaan diskresi yaitu asas keperluan, asas masalah, asas tujuan dan asas 

keseimbangan. Penerapan diskresi dalam hukum berdasarkan pada asas 

praduga tak bersalah, asas persamaan dimuka hukum dan asas 

pertanggungjawaban. Pada penghentian penyidikan perkara pidana ringan 

karena adanya perdamaian antara korban dan terlapor atau tersangka, menjadi 

dasar bagi pihak kepolisian untuk memberikan kebijakan dalam 

menghentikan kasus tersebut guna kemaslahatan bagi korban dan tersangka 

yang telah berdamai. “Jika  ditinjau dari sisi positifnya,  tindakan polisi untuk 

melakukan tindakan diskresi sesuai dengan asas KUHAP Bagian Kelima 

tentang Acara Pemeriksaan Singkat, Pasal 203 ayat (1) yang memuat 

mengenai perkara sederhana yang artinya perkara yang pembuktian serta 

penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”8  

Diskresi kepolisian  tidak saja berdampak pada sisi positif saja  tapi 

dapat juga berdampak pada sisi negatif bagi penegakan hukum di Indonesia 

saat ini. “Diskresi kepolisian dapat juga membuka peluang untuk 

 
8 Abintoro Prakoso., Op.cit., hlm. 250. 
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penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam proses penegakan hukum 

di Indonesia,  apabila tidak ada kontrol yang benar atau pengawasan yang 

benar dari proses penegakan hukum tersebut dari pimpinan institusi 

kepolisian tersebut.  Hal ini jelas perlu diantisipasi dengan pengaturan yang 

lebih rinci, limitatif, dan memiliki tolak ukur yang obyektif untuk menilai 

bagaimana aparat penegak hukum terutama Kepolisian harus menjalankan 

tugas dan wewenangnya saat menggunakan diskresi kepolisian dengan benar 

sesuai dengan  peraturan  hukum”.9 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji 

dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : 

TINJAUAN HUKUM KEPOLISIAN DAlAM MENGHENTIKAN 

KASUS PIDANA RINGAN KARENA ADANYA PENYELESAIAN 

(PERDAMAIAN).  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka dapat 

dirumuskan dua masalah penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan diskresi kepolisian dapat menghentikan 

penyidikan kasus pidana ringan karena adanya perdamaian? 

2. Bagaimanakah implikasi hukum adanya diskresi kepolisian terhadap 

tindak pidana ringan ?  

 
9 Ibid., hlm.48. 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan   

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah hanya 

dalam ruang lingkup pidana dengan menitik beratkan perhatian pada tinjauan 

hukum diskresi dalam menghentikan kasus pidana ringan karena adanya 

penyelesaian (perdamaian) dan tanpa menutup kemungkinan membahas hal-

hal yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menjelaskan: 

1. Pengaturan diskresi kepolisian dapat menghentikan penyidikan kasus 

pidana ringan karena adanya perdamaian 

2. Implikasi hukum adanya diskresi kepolisian terhadap tindak pidana 

ringan 

Hasil penelitian  ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran khususnya bagi hukum  pidana yang dipersembahkan sebagai 

pengabdian pada Almamater. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa konsep sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait 

dengan permasalahan, antara lain: 
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1. Tinjauan Hukum. Tinjauan berasal dari kata tinjau menurut kamus besar 

bahasa Indonesia, pengertian tinjau adalah mempelajari dengan cermat, 

memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Dapat disimpulkan tinjauan 

hukum berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk 

memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.10 

2. Diskresi kepolisian adalah kewenangan yang diberikan negara kepada 

polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan 

umum. 

3. Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana 

penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp 7.500. 

4. Penyelesaian (Perdamaian adalah kesepakatan menyelesaikan suatu 

perselisihan dengan cara damai (hal ini berarti tidak terjadi penyelesaian 

perkara di pengadilan).11 

 

E. Metode Penelitian 

Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah tinjauan hukum diskresi kepolisian dapat menghentikan penyidikan 

kasus pidana penggelapan karena adanya perdamaian. Berdasarkan hal 

tersebut, maka peneliti haruslah memilih metode yang sesuai dengan 

 
10 Pengertian Tinjauan Yuridis, https://suduthukum.com, diakses pada tanggal 7 

Oktober 2021 pukul 11:08. 
11 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.354. 

https://suduthukum.com/
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permasalahan yang akan diteliti. Dikarenakan penting adanya kesesuaian 

antara metode penelitian dan masalah yang diteliti. Adapun uraian metode 

penelitian, berisi hal-hal sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu 

penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap 

identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait jurnal, hasil penelitian, artikel dan 

buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai 

data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritaktif) yang terdiri 

dari; Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana 

Ringan. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari 

literatur hukum, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yaitu 

jurnal, sepanjang mengenai informasi yang relavan dengan penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 

menelurusi sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, perundang-

undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi 

ini. 

3. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

dikalsifikasikan, baru kemudian dianalisis seara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga 

memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. 
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Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikontruksikan berupa 

kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni 

penalaran yang berlaku  khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang 

dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus 

diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat 

menjawab permasalahan dalam penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I          : PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, 

Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II         : TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka yang beisikan landasan teori yang erat 

kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : 

A. Tinjauan Umum Tentang Diskresi Kepolisian 

1. Pengertian Diskresi Kepolisian 

2. Asas-asas dalam penerapan Diskresi 

3. Jenis Tindak Pidana Yang Dimungkinkan Untuk 

Dilakukan Diskresi Oleh Kepolisian 

 



13 
 

 
 

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 

1. Pengertian Kepolisian 

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

3. Kode Etik Kepolisian 

C. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyidikan 

1. Pengertian Penyidikan 

2. Penanganan Perkara Pidana Dalam Proses Penyidikan 

3. Landasan Hukum Penghentian Penyidikan Perkara 

Pidana 

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan 

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan 

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Penggelapan 

E. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian 

1. Pengertian Perdamaian 

2. Landasan Hukum Perdamaian 

3. Akibat hukum Perdamaian 

 

BAB III         : PEMBAHASAN  

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil 

penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa 

permas alahan yang diteliti mengenai : 
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A. Pengaturan diskresi kepolisian dapat menghentikan 

penyidikan kasus pidana ringan karena adanya 

perdamaian 

B. Implikasi hukum adanya diskresi kepolisian terhadap 

tindak pidana ringan 

BAB IV          : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran. 
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